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Abstrak
 

Program pemberantasan kemiskinan hingga kini terus dilaksanakan dengan dana yang besar dari APBN.

Dari berbagai program pemberantasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pemerintah, program

pengembangan kecamatan atau PPK (sekarang PNPM/program pemberdayaan masyarakat mandiri)

dianggap berhasil, sehingga dilaksanakan di seluruh kecamatan di Indonesia. Namun hal ini tidak sejalan

dengan hasil evaluasi PPK sebelumnya yang menunjukan: (a) peningkatan partisipasi warga dalam

pembangunan tidak meningkat secara signifikan; (b) perubahan struktur secara alamiah berupa peningkatan

kemampuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara memadai dan lestari belum terwujud; (c) aspek

CDD yang berkenaan dengan demand responsive organization tidak berjalan lancar; dan (d) peningkatan

lapangan kerja RTM hanya terjadi ketika ada kegiatan konstruksi dan tidak berlangsung jangka panjang.

Adanya perbedaan antara tujuan pelaksanaan PPK dan kondisi riil hasil evaluasi tersebut membuat peneliti

ingin mengetahui lebih jauh efektifitas pelaksanaan PPK, yaitu dengan melakukan studi evaluasi program

pemberdayaan masyarakat dalam PPK di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.

 

Menggunakan pendekatan mixed methods dan pengumpulan data secara kuantitatif (angket) dan kualitatif

(wawancara mendalam), dengan rancangan penelitian sintesis antara evaluasi program model CIPP dan

aspek pemberdayaan Seven E, penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana

efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam PPK di Kabupaten Bogor. Kedua, apa faktor pendukung dan

penghambat pelaksanaan PKK.

 

Penelitian mendapatkan temuan: Pertama, evaluasi program selama ini lebih pada aspek teknis dan

ekonomis dan tidak bermuatan pemberdayaan. Kedua, penetapan jenis program sesuai konteks, input

program belum mencukupi kebutuhan, proses pemberdayaan ditekankan pada pembangunan prasarana dan

pinjaman modal bagi SPP, serta terjadi peningkatan penghasilan bagi anggota SPP. Ketiga, faktor

penghambat pemberdayaan seperti penggunaan evaluasi non pemberdayaan, sosialisasi program terbatas,

tidak adanya pendampingan khusus bagi keluarga miskin, dan tidak adanya jaminan keberlanjutan program.

Keempat, untuk mencapai hasil pemberdayaan maksimal perlu penerapan konsep pemberdayaan Seven E,

sehingga transformasi sosial akan berlangsung terutama melalui pendidikan, pendampingan dan evaluasi.

Evaluasi program model CIPP sesuai untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan, jika pada keempat

unsurnya bermuatan pemberdayaan dan dilakukan secara partisipatif (participatory empowerment

evaluation). Kelima, keberlanjutan suatu program pemberdayaan akan tercapai jika aspek pengembangan

kemandirian dilaksanakan sejak awal dan dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk

berinisiatif membuat program sesuai kemampuan sendiri (otonom), dan bukan harus melaksanakan program

yang dikembangkan oleh pemerintah (pusat).
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Poverty eradication program up to now then carried out with big budget from APBN. Various poverty

eradication program, The Kecamatan Development Program (KDP) (now PNPM/National Program of

Community Empowerment) being assumed success, so that carried out in all kecamatan or sb-district in

Indonesia. But this matter not in line with evaluation result KDP previous that demo: (a) member participant

enhanced in development doesn't increase to significant; (b) structure change naturally shaped region ability

enhanced and society welfare according and everlasting not yet materialized; (c) aspect CDD that with

demand responsive organization doesn't go well; and (d) employment enhanced RTM (poor people) only

happen when there construction activity and doesn't go on long-range. Difference existence of KDP goal and

evaluation result real condition makes researcher wants to know farther efectifity of KDP, that is with do

study evaluation of commnity empowerment program in KDP at Bogor regency, West Java province.

 

Use to approach mixed methods and data collecting quantitatively (inquiry) and qualitative (interviews),

research disign of sintesis CIPP model program evaluation and empowerment aspect seven E, this study

wants to answer two main questions. First, how efectifity of community empowerment in KDP at Bogor

regency. Second, is strengthening and weakness factor ini KDP.

 

Result of study: First, program evaluation during the time more in technical aspect and economical and

doesn't empowerment. Second, program kind stipulating appropriate context, input program not yet

adequate, empowerment process is emphasized in infrastructure development and capital loan for SPP, with

happen income increase for SPP member. Third, the weakness factor likes evaluation use non

empowerment, limited program socialization, special assistance inexistence for poor people, and not

guarantee of program sustainability yet. Fourth, to achieve maximal empowerment result necessary

empowerment concept applications seven E, so that social transformation will go especially will pass

education, assistance and evaluation. model program evaluation CIPP appropriate to do empowerment

program evaluation, if in fourth the element contains empowerment and done participatory (participatory

empowerment evaluation). Fifth, sustainaility of a empowerment program reached if self relient

development aspect is carried out since beginning and with give authority to local government to make

program down alley self (autonomous), and must not carry out program that developed by government.


